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Teori Negara Hukum

 John Lock dalam buku Separation of Power menulis 

bahwa dalam praktek-praktek bernegara, 

sebagian besar pemerintahan , mendominasi 

powers atau kekuasaan atau kekuatan  yang 

bersifat memaksa (coersive) dan bersifat monopoli. 

 Keyneian (1936)  memandang dari sisi suplai, 
menyatakan bahwa    fenomena ekonomi makro 

dipecahkan  dengan menawarkan kebijakan untuk 

memicu pertumbuhan ekonomi yang stabil. 

produk-produk dimaksud, akan menghasilkan pajak 

yang menjadi hak negara yang masuk ke dalam 

penerimaan negara umumnya. 



Teori Keadilan

Tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan keadilan, menciptakan 

ketertiban, kepastian sampai kepada pencapaian kebahagiaan. 

Pemikiran filsof ini didasarkan kepada alam, keadilan dan hak.

Aristoteles dalam bukunya Rhetorica, (W.Rhys Robert -2010)
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Teori Pajak

 Edwin R.A Seligman (1913)  Tax is compulsory contribution from the 

person, to the government to defray the expenses incurred in the 

common interest of all, without reference to special benefit 

conferred. 

 Pajak dapat dikatakan sebagai investasi dalam nilai-nilai

kemasyarakatan dan pelaksana fungsi pengaman penerimaan

negara.  

 Sementara para pakar berpendapat bahwa pajak, merupakan 

pungutan yang tidak bermoral. Selain dipaksakan, sering terjadi

adanya koreksi dan  sanksi yang sangat memberatkan pembayar 

pajak



 Pasal 27, ayat (1), UUD 1945 : segala warga negara 

bersamaan dengan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya. 

 Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban 

yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Hak 

dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat 

dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan 

karena hak dan kewajiban tidak seimbang

 PP 74 tahun 2011
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Filosofi Peradilan

 Hakim sebaiknya tidak membuat peraturan sendiri. 

 Banyak lieteratur yang memuat peraturan –

peraturan dan tersedia di sana. Temukan salah

satu peraturan yang dianggap tepat dan adil serta

laksanakan.

 Prinsip, tidak ada ada super power yang diberikan

kepada peradilan

Memelihara legitimasi dalam membuat putusan

mengharuskan adanya tranparansi.  
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UU Pajak
daerah No 

28/2009
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KEPUTUSAN PEJABAT 

TATA USAHA NEGARA

(Beshickking)



Apa Keputusan ?

1. Utrecht   penetapan/ketetapan’ sebagai

beshickking ,(per buatan hukum administrasi

negara publik yg bersegi satu atau perbuatan

sepihak dari pemerintah dan bukan me-rupakan

hasil perse tujuan dua belah pihak

2. Samuel Elion –journal management science  -

`1989 page 1) :Decision process is describe as 

series of steps , starting with information output 

and analysis  and culminating in resolution,, 

namely as selection from several alternatives.

3. Keputusan : Ps 16, 17C, 25, 36, imbalan bunga

(UU KUP)



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah 

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan 

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara yang berisi tindakan hukum Tata 

Usaha Negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang 

bersifat konkret, individual, dan final, yang 

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang 

atau badan hukum perdata.



PenyelesaianAdministrasi
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